
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 
2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Menimbang 

BUPATI KONAWE UTARA, 
' 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR ~~ TAHUN 2025 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4685); 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

Mengingat 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2021 Nomor); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) 

13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 



A Pendapatan 
1 Pendapatan Asli Daerah Rp 74.420.246.465,00 
2 Pendapatan Tran sf er Rp 2.062.294. 741.359,00 
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 906.608.307,00 

Jumlah Pendapatan Rp 2.137.621.596.131,00 

B Belanja 
1 Belanja Operasi: 

a Belanja Pegawai 355.140.363.407,00 
b Belanja Barang dan Jasa 639.349.747.671,00 
c Belanja Bunga 4.046.032.653,00 
d Belanja Hibah 86.645.103.210,00 
e Belanja Bantuan Sosial 1.316.886.000,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp l.086.498.132.941,00 

2 Belanja Modal Rp 776.492.976.465,00 
3 Belanja Tak Terduga Rp 20.352.802.942,00 
4 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa Rp 224.673.422.364,00 

Jumlah Belanja Rp 2.108.017.334. 712100 
Surplus/ ( Defisit) Rp 29.604.261.419,00 

c Pembiayaan 
1 Penerimaan Rp 310.998.277.498,00 
2 Pengeluaran Rp 121.581.307 .554100 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 189.416.969.944,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Rp 219.021.231.363,00 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Menetapkan : 



Lampiran I dan lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum pada 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum pada 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

2. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
Lampiran I Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 2 



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR .. ~~o 

Diundangkan di Wanggudu 
pada tanggal ~ s~~1"G{V\f?~ 2025 

J SEKRETARIS DAERAH .. r KABUPATEN KONAWE UTARA 

Ditetapkan di Wanggudu 
pada tanggal ~ '5~1&~P7~l\- 2025 

BUPATI KONAWE UTARA, ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 


